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Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua,

Pertama-tama sebagai insan dan umat yang beragama, marilah kita memanjatkan

puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT karena berkat nikmat

dan karunia-Nya pada hari yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul di

tempat ini guna mengikuti Peringatan 94 Tahun Pendidikan Tinggi Teknik di

Indonesia pada tahun 2014. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Rektor dan

1 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
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seluruh jajarannya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan

orasi ilmiah yang berjudul "Reformasi Birokrasi Untuk Meningkatkan Daya Saing

Bangsa".

Dasar diambilnya tema tersebut adalah kenyataan bahwa reformasi birokrasi

merupakan prioritas pertama dalam program pembangunan nasional baik dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 maupun

dalam rancangan RPJMN 2015-2019 yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan

nasional. Selain itu, percepatan dan pemantapan reformasi birokrasi secara nasional

perlu didukung oleh perguruan tinggi termasuk Institut Teknologi Bandung, terutama

melalui peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia

dalam inovasi dan pengembangan teknologi guna meningkatkan daya saing bangsa.

Hadirin yang saya hormati,

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, yaitu Indonesia

yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur, saat ini kita berada dalam tahapan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 (RPJMN Ke-3), dengan sasaran

memantapkan pembagunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan

pada keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam (SDA)

yang tersedia, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, serta kemampuan ilmu

pengetahuan dan teknologi (IPTEK). RPJM kali ini sangat penting untuk menguatkan

fondasi agar bangsa kita keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah

(Middle Income Trap) guna menjadi bangsa yang sejahtera, makmur serta memiliki

daya saing tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan pemikiran yang tidak

sebiasanya (not business as usual), perbaikan menyeluruh (comprehensive reform)

serta prinsip berkelanjutan dalam menyikapi kondisi internal maupun ekternal yang

ada.

Kondisi internal bangsa kita, jika dilihat dari aspek demografi, maka pada saat ini kita

berada pada kondisi yang dinamakan Bonus Demografi, dimana pada periode 2020-



Hal. 1 dari 15

2030, rasio ketergantungan (dependency ratio) yaitu perbandingan antara penduduk

usia non produktif dengan usia produktif akan mencapai angka terendah. Pada

periode ini, lebih dari 60% penduduk berada pada usia produktif yang akan menjadi

penyedia tenaga kerja yang dinamis. Sementara itu berdasarkan kondisi eksternal,

salah satunya ditandai dengan implementasi Pasar Bebas ASEAN (ASEAN Economic

Community-AEC) pada tahun 2015 yang menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal

dan berbasis produksi tunggal dimana akan terjadi arus barang, jasa, investasi dan

tenaga terampil serta arus modal yang bebas diantara negara ASEAN akan membuka

peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan pangsa pasarnya di kawasan ASEAN.

Namun kondisi tersebut tidak akan memberikan manfaat yang optimal bagi

perkembangan dan kemakmuran bangsa bila bangsa ini tidak memiliki daya saing,

baik di tingkat regional maupun global. Jumlah penduduk usia produktif yang sangat

besar hanya akan menjadi beban bagi negara jika tingkat pendidikan dan

kesehatannya rendah. Dalam era pasar bebas Indonesia hanya akan menjadi pangsa

pasar bagi negara lain, baik barang, modal maupun tenaga kerja.

Daya saing Indonesia, berdasarkan The Global Competitiveness Report 2013-2014

(World Economic Forum, 2013), menempatkan rangking kemudahan berusaha (ease

of doing business) Indonesia berada pada rangking 38, meningkat dibandingkan

tahun 2008-2009 yang berada pada rangking 55, dengan faktor utama sebagai

penghambat investasi di Indonesia adalah birokrasi yang tidak efisien dan tingkat

korupsi. Rendahnya kinerja birokrasi di Indonesia ditunjukkan pula dalam Worldwide

Governance Indicators oleh Bank Dunia, dimana indikator efektivitas pemerintahan

(government effectiveness) mengalami penurunan dari tahun 2008 ke tahun 2012

(dari nilai indeks 46 menjadi 44), sementara negara ASEAN lainnya (Filipina, Thailand,

Brunei, Malaysia dan Singapura) memiliki nilai indeks lebih tinggi, bahkan Singapura

memiliki nilai indeks sempurna 100. Sementara itu, dalam hal perwujudan

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, masih banyak hal yang harus diselesaikan

dalam kaitan pemberantasan korupsi. Hal ini antara lain ditunjukkan dari data

Transparency International pada tahun 2013, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia
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masih rendah (32 dari 100) jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia

Tenggara lainnya dan berada pada rangking 114 dari 175 negara.

Memperhatikan hasil kajian seperti yang ditunjukkan dalam laporan World Economic

Forum dan Bank Dunia, hal ini juga merupakan gambaran dari kondisi birokrasi saat

ini di Indonesia.

Permasalahan Birokrasi di Indonesia

Birokrasi di Indonesia memiliki posisi dan peran yang sangat strategis. Birokrasi

meliputi banyak aspek dari mulai pelayanan dasar masyarakat, seperti pendidikan,

kesehatan, administrasi dasar dan lain sebagainya sampai dengan pelayanan tumbuh

dan berkembangnya dunia usaha baik usaha kecil maupun besar. Namun demikian,

banyak permasalahan yang berkaitan dengan birokrasi di Indonesia yang ditunjukan

dengan masih tingginya korupsi, masih rendahnya pelayanan publik, serta masih

rendanya kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi. Penyebab utama rendahnya

kualitas birokrasi dapat dikelompokkan berdasarkan: 1. Peraturan Perundangan, 2.

Organisasi, 3. Sumber Daya Manusia (SDM) dan 4. Manajemen Pemerintahan.

1. Peraturan perundangan

Beberapa peraturan perundang-undangan di bidang aparatur negara masih ada

yang tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, dan multitafsir. Selain itu, masih ada

pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang

lainnya, baik yang sederajat maupun antara peraturan yang lebih tinggi dengan

peraturan di bawahnya atau antara peraturan pusat dengan peraturan daerah. Di

samping itu, banyak peraturan perundang-undangan yang belum disesuaikan

dengan dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan dan tuntutan

masyarakat. Otonomi daerah telah menyebabkan lahirnya berbagai peraturan

daerah yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di tingkat pusat.

Dari total 13.500 Perda yang sudah dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri,

3000 diantaranya dibatalkan. Tahun 2013 sebanyak 824 Perda telah dibatalkan.
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Disamping itu telah dilakukan audit perijinan di beberapa Kementerian dan

Lembaga (K/L) untuk memangkas perijinan investasi yang terlalu panjang dan

lama. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan tingkat

kemudahan berusaha di Indonesia.

2. Organisasi pemerintahan

Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, yang antara lain dicirikan dengan

pemberian kewenangan yang sangat luas serta diikuti dengan pembentukan

wilayah administratif baru, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota

dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendekatkan

pelayanan umum serta memperkuat daya saing daerah. Dari 316 kabupaten/kota

sebelum reformasi, hingga tahun 2012, pemerintahan kabupaten/kota bertambah

sebanyak 205 wilayah, atau bertambah sebesar 65 persen, dimana bila setiap

kabupaten/kota memerlukan 25 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka

terbentuk sekitar 5.125 organisasi pemerintahan baru, disamping terbentuknya 18

Kecamatan, 30 Kelurahan dan 60 Desa setiap bulan (pencatatan Kementerian

Dalam Negeri) akibat pembentukan wilayah administratif baru tersebut. Namun

akibat tidak memadainya pengaturan tentang pembagian kewenangan yang jelas

antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta tidak memadainya

kapasitas organisasi pemerintah daerah, sehingga bertambahnya organisasi

pemerintahan di tingkat daerah tersebut tidak menjamin pencapaian tujuannya,

dimana berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri menunjukkan

bahwa hanya 22 persen daerah pemekaran yang berhasil, sisanya 78 persen gagal.

Pemberian kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah melalui

desentralisasi, tidak diikuti dengan perampingan struktur di tingkat pemerintah

pusat. Justru sebaliknya yang terjadi adalah pembengkakan terus-menerus

struktur internal kementerian dan jumlah lembaga-lembaga non kementerian

maupun non struktural (34 kementerian, 28 LPNK, dan 88 LNS) yang tidak hanya
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bertentangan dengan semangat pemerintahan yang desentralistik, tetapi juga

telah menyebabkan inefisiensi yang sangat tinggi.

Besarnya jumlah organisasi pemerintah di Indonesia menyebabkan tingginya

belanja pegawai yaitu sebesar 241,1 Trilliun pada tahun 2013, meningkat hampir

90 persen selama 5 tahun dari sebelumnya sebesar 127,7 Trilliun pada tahun 2009.

Bukan hanya angka absolut yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi

juga angka persentase dibandingkan dengan total belanja dalam APBN. Total

belanja pegawai tahun 2013 ini sebesar 21,2% dari total belanja APBN. Angka

belanja pegawai ini semakin besar pada tahun 2014 menjadi 276,7 Trilliun atau

naik sebesar 18,8%. Sementara itu dalam APBD, besarnya belanja pegawai telah

membebani daerah dan secara otomatis akan memperkecil belanja

pembangunannya. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pada Tahun

2013 terdapat 105 kabupaten/kota yang belanja pegawainya dalam APBD lebih

dari 50% dan 167 kabupaten/kota belanja pegawainya mencapai 40-50%. Perlu

dicatat bahwa kenaikan belanja pegawai dalam APBN dan besarnya proporsi

belanja pegawai dalam APBD belum serta merta diikuti dengan peningkatan

produktivitas pemerintahan dan pelayanan.

3. Sumber Daya Manusia Aparatur

SDM aparatur negara Indonesia (PNS) saat ini berjumlah 4,362,805 orang (data

BKN per Desember 2013) yang terdiri dari 3.471.296 PNS Daerah dan 891.509

PNS Pusat. Masalah utama SDM aparatur negara adalah alokasi dalam hal

kuantitas, kualitas, dan distribusi PNS menurut teritorial (daerah) tidak seimbang,

serta tingkat produktivitas PNS masih rendah. Manajemen sumber daya manusia

aparatur belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme,

kinerja pegawai, dan organisasi. Hal ini disebabkan oleh proses rekrutmen dan

promosi jabatan yang tidak berbasis kepada meritokrasi, melainkan pada

hubungan-hubungan pertemanan, keluarga, dan politik. Sistem perekrutan dan
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promosi yang demikian itu telah menyebabkan tumbuh suburnya budaya Korupsi,

Kolusi dan Nepotism (KKN) yang sangat kental dalam birokrasi.

4. Manajemen Kinerja Pemerintahan

Manajemen pemerintahan masih berorientasi kepada input belum berorientasi

kepada output/outcome. Hal ini tampak dari akuntabilitas kinerja pemerintah

kabupaten/kota yang masih rendah. Pada tahun 2013, hanya 4 dari 484

kabupaten/kota dan 9 dari 33 provinsi yang mendapatkan predikat B (predikat B

artinya hasil yang dipertanggung jawabkan sudah selaras dengan yang

direncanakan). Sedangkan untuk pemerintah pusat terdapat 31 dari 76 K/L yang

mendapatkan akuntabilitas kinerja dengan predikat B, hal ini tentunya relatif lebih

baik dari pencapaian pemerintah daerah. Manajemen pemerintahan yang tidak

efektif dan efisien, lamban, berbelit-belit, tidak akuntabel dan tidak transparan

mengakibatkan pelayanan publik masih jauh dari harapan. Masih belum tercipta

budaya pelayanan publik yang berorientasi kepada kebutuhan pelanggan.

Akibatnya, kekecewaan masyarakat terhadap birokrasi yang terus menerus terjadi

dalam kurun waktu yang lama dan menyebabkan turunnya kepercayaan

masyarakat kepada pemerintah.

Dengan kondisi di atas maka seyogyanya birokrasi perlu diperbaiki secara menyeluruh

sehingga menjadi birokrat yang bersih dari KKN, memberikan pelayanan yang baik

kepada masyarakat dan dunia usaha, serta berkinerja untuk menunjang target

pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni masyarakat dengan pendapatan per kapita

$14,000 - $15,000 seperti dituangkan dalam RPJMN 2014-2019 agar terbebas dari

jebakan negara berpenghasilan menengah.

Reformasi Birokrasi untuk Memperkuat Daya Saing Bangsa

Reformasi birokrasi telah lama dipandang sebagai faktor pengungkit penting dalam

pembangunan suatu bangsa, bahkan bagi negara-negara yang telah maju sekalipun,

dimana reformasi birokrasi merupakan proses yang tidak berhenti. Hal ini disebabkan
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karena tuntutan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi informasi dan

komunikasi, globalisasi dan peningkatan daya saing bangsa, serta harapan

masyarakat terhadap kinerja pemerintah pusat dan daerah terus berkembang, sejalan

dengan perkembangan dan dinamika masyarakat.

Pentingnya reformasi birokrasi ini didasarkan pada fakta bahwa keberhasilan

pembangunan di beberapa negara, seperti Korea dan China terletak pada usaha

sistematis dan sungguh-sungguh untuk memperbaiki sistem, struktur dan budaya

dalam birokrasi, sehingga kedua negara tersebut kini memiliki daya saing yang kuat

tidak hanya di tingkat regional namun juga di tingkat global serta pertumbuhan

ekonomi yang tinggi. Kesamaan karakteristik Korea dan Cina dalam melakukan

reformasi birokrasi adalah pengisian jabatan jabatan dalam birokrasi oleh lulusan-

lulusan terbaik dari Universitas dengan menggunakan seleksi yang transparan,

terbuka dan objektif.

Tantangan Indonesia dalam reformasi birokrasi yang dimulai sejak era reformasi

Tahun 1998 yang ditujukan untuk meningkatkan daya saing bangsa, melalui

penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih, kompeten dan melayani untuk

mengakselerasi berbagai potensi komparatif maupun keunggulan kompetitif yang

kita miliki, yang didasari oleh nilai dan budaya yang kuat tidak melakukan korupsi,

berorientasi pada pertumbuhan, serta memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme

untuk bangsa dan negara. Dalam tahapan reformasi birokrasi Indonesia, dalam lima

tahun ke depan Indonesia (tahun 2018) harus pindah dari birokrasi yang sangat

mengedepankan peraturan (rule based bureaucracy) kepada birokrasi yang berbasis

kinerja (performance based bureaucracy). Pada tahapan kedua (tahun 2025)

Indonesia harus bisa mencapai birokrasi yang dinamis (dynamic governance). Untuk

sampai pada kedua tahapan tersebut, berbagai rencana dan kebijakan telah

ditetapkan untuk membangun able people, agile process, positive culture dan

adaptive policies.
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Besarnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik harus segera

direspon dengan berbagai inovasi. Pemerintah harus secepat cepatnya melakukan

perubahan di berbagai sektor pelayanan publik. Deregulasi dan debirokratisasi

pelayanan publik harus segera dilakukan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi

dan Komunikasi (TIK). Sebagai respon terhadap tantangan yang ada, serta sebagai

bentuk upaya percepatan dan penguatan kerangka regulasi reformasi biroktasi,

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Tahun

2012 telah mencanangkan 9 (sembilan) Program Percepatan Reformasi Birokrasi

yang meliputi Penataan Struktur Birokrasi, Penataan Jumlah dan distribusi PNS,

Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS secara Terbuka, Profesionalisasi PNS,

Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (e-Government), Pelayanan Publik dan

Penyederhanaan Perizinan Usaha, Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja

aparatur, Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri, serta Efisiensi Belanja Aparatur.

Perbaikan kualitas birokrasi di Indonesia juga akan terjadi jika struktur organisasi

pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibangun berdasarkan kinerja program

nasional yang ditetapkan dalam RPJM 2015-2019. Penyusunan program

pembangunan nasional harus dilakukan bersamaan dan menjadi dasar pembentukan

struktur organisasi kementerian/lembaga di tingkat pusat. Tantangan Presiden dan

pemerintahan baru ke depan adalah melakukan penyederhanaan dan penggabungan

kementerian/lembaga non kementerian.

Keberadaan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5 tahun 2014) yang baru

diundangkan pada tanggal 15 Junuari 2014 menjadi landasan hukum dalam

perubahan manajemen Aparatur Sipil Negara menjadi salah satu fondasi hukum

reformasi birokrasi selain UU Kementerian Negara (UU No. 39 Tahun 2008) dan UU

Pelayanan Publik (UU No. 25 Tahun 2009). Melalui UU ASN, Indonesia akan

memasuki babak baru kebijakan dan manajemen SDM Aparatur dari sistem karir

tertutup menuju sistem karir terbuka.
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Pegawai ASN terdiri dari dua kategori yakni PNS dan Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam manajemen pegawai ASN pola rekruitmen harus

dilakukan dengan bersih, jujur dan bebas KKN yang didasarkan pada kebutuhan

(melalui Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja) untuk jangka waktu 5 tahun,

pengembangan kompetensi merupakan hak pegawai ASN, dimungkinkannya

program pemagangan di seluruh wilayah NKRI maupun swasta, pengisian jabatan

dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta dimungkinkan pada tingkat jabatan

pimpinan tinggi (JPT) madya dan utama diisi oleh Non-PNS setelah melalui

persetujuan presiden, serta kesejahteraan dan sanksi yang didasarkan kinerja

dimana PNS dapat diberhentikan jika target kinerjanya tidak terpenuhi.

Manfaat reformasi birokrasi termasuk yang diamanatkan dalam UU ASN akan

berdampak langsung kepada: 1. perbaikan kualitas keputusan atau kebijakan publik

yang didasarkan kepada bukti-bukti nyata di lapangan (evidence based), serta

diproses secara transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan masyarakat, 2.

peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dan dunia usaha dengan pelayanan

publik yang baik, sehingga akan tumbuh investasi baru baik dari kemampuan dalam

maupun luar negeri. Kondisi tersebut tidak hanya memberikan lapangan kerja baru

namun akan menumbuhkan suplai yang lebih baik dan saling mempengaruhi yang

pada akhirnya dapat menjadi ajang peningkatan kemampuan dan inovasi, serta 3.

penghematan belanja birokrasi dan penurunan angka korupsi dapat meningkatkan

jumlah belanja pembangunan infrastruktur dengan prosentase belanja birokrasi harus

semakin kecil terhadap APBN/APBD.

Pada akhirnya, percepatan reformasi birokrasi di beragam sektor yang menyangkut

perubahan sikap dan tingkah laku disamping perubahan kultur dan pola pikir seluruh

jajaran aparat pemerintah dari tingkat paling tinggi hingga tingkat pelaksana harus

dilakukan mengingat baik buruknya sistem birokrasi berdampak langsung terhadap

tingkat daya saing Indonesia di tingkat regional maupun dunia.



Hal. 1 dari 15

Peran Institut Teknologi Bandung dalam Reformasi Birokrasi

Saat ini, Indonesia dinilai masih kekurangan jumlah SDM yang memiliki kualitas

sebagai perekayasa (engineer) profesional dengan kualifikasi yang diakui secara

internasional. Kekurangan jumlah SDM tersebut dinilai akan mengurangi keunggulan

RI ketika era pasar bebas ASEAN mulai diberlakukan pada 2015. Apabila

permasalahan kekurangan SDM ini tidak diatasi segera, maka dampaknya akan

memukul para insinyur atau perekayasa yang ada. Hal ini karena lapangan kerja

sebagaimana tersedia dalam program Masterplan Percepatan dan Perluasan

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) bisa diisi oleh pekerja asing yang memiliki

keahlian dan standar lebih baik. Selain itu, persoalan rendahnya daya saing RI,

khususnya pada level kesiapan teknologi, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi

Indonesia lebih banyak diperoleh dari sektor jasa dan perdagangan, khususnya

perdagangan bahan mentah seperti barang galian tambang dan kehutanan. Oleh

karenanya pemerintah dinilai harus bekerja keras untuk meningkatkan peran

teknologi dalam meningkatkan nilai tambah produk ekspor, sehingga tidak hanya

didominasi bahan mentah. Selain itu pemerintah juga perlu untuk segera membuat

lembaga yang memiliki kewenangan melakukan technology clearance serta

memberikan arah kebijakan teknologi bagi industri unggulan strategis dimasa

mendatang. Ini untuk mencegah agar negara kita tidak semata-mata hanya menjadi

pasar teknologi bagi produk kerekayasaan negara lain.

Teknologi merupakan salah satu faktor utama yang menggerakkan pertumbuhan

ekonomi suatu negara. Dengan teknologi, maka kesejahteraan masyarakat dipastikan

akan meningkat karena bisa meningkatkan efisiensi produktifitas dan nilai tambah

suatu produk yang dihasilkan. Dari sisi SDM, sebetulnya RI memiliki dua keunggulan

dari sisi demografi karena jumlahnya yang banyak dan juga dari sisi usia karena

kebanyakan penduduk berusia muda (usia kerja). Keunggulan SDM tersebut harus

dimanfaatkan dengan meningkatkan kemampuannya untuk mengembangkan

teknologi. Untuk itu, penggunaan teknologi perlu terus didorong untuk meningkatkan

kualitas kehidupan bangsa. Keunggulan SDM kita harus dimanfaatkan untuk
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mengembangkan teknologi untuk pembangunan, yang mana merupakan peran

penting dari inovasi teknologi, yang tidak hanya terbatas pada inovasi dalam aspek

pengetahuan, dan cara-cara baru saja, tetapi juga yang berkaitan dengan nilai-nilai,

kultur, sikap mental dan pola pikir yang baik.

Salah satu contohnya adalah dengan penerapan UU Minerba, yang mana akan

mendorong tumbuhnya investasi pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian

bahan mineral dan tambang. Dengan hadirnya pabrik pengolahan dan pemurnian

tersebut, maka akan memerlukan keahlian para sarjana teknik untuk mengolah hasil

tambang yang ada di dalam negeri. Selain itu, kebijakan hilirisasi juga memicu

banyak keuntungan, seperti meningkatnya nilai tambah produk mineral secara

finansial dan ekonomi, tersedianya bahan baku industri di dalam negeri,

meningkatnya penyerapan tenaga kerja, pendapatan negara dan masyarakat baik

melalui pajak, Produk Domestik Regional Bruto, dan pendapatan per kapita. Melalui

penetapan UU No. 4 Tahun 2009 dan diberlakukannya larangan ekspor bijih mineral

sejak 12 Januari 2014, maka Indonesia memang akan mengalami penerimaan

penurunan penerimaan pajak dan royalti akibat program hilirisasi yang melarang

ekspor mineral mentah dalam tiga tahun mendatang. Namun demikian, setelah tiga

tahun tersebut kita akan bisa nikmati hasilnya karena fundamental industri kita sudah

siap. Ini sangat membantu mengembangkan SDM di negara ini. Upaya yang telah

dilakukan ini tentunya tidak mudah karena melawan kepentingan yang dibangun

diatas perjanjian yang tidak berimbang. Namun tentunya hal ini merupakan

kemerdekaan untuk mengelola sumber daya alam (SDA) bangsa yang harus terus

diperjuangkan.

Selain itu, dalam perwujudan pemerintahan Indonesia di masa depan yang berbasis

Teknologi Infomasi dan Komunikasi (TIK), hanya dapat terwujud dengan adanya

dukungan teknologi baik dari aspek perangkat lunak maupun perangkat kerasnya.

Belanja TIK pemerintah secara total per tahun 2013 kurang lebih 14 Trilliun namun

dampaknya bagi pengembangan e-government masih tidak signifikan. Oleh

karenanya diperlukan kolaborasi antar kementerian/lembaga (K/L), pemerintah
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daerah, dan universitas, termasuk Institut Teknologi Bandung, dalam mewujudkan

pemerintahan yang berbasis TIK dalam mendorong aplikasi e-government secara

nyata dalam pelayanan, pembangunan dan pemerintahan, serta percepatan 6

flagships sistem dan aplikasi TIK dalam birokrasi pemerintahan.

Ilustrasi pentingnya penguasaan teknologi ini dapat kita pelajari dari pengalaman

keberadaan PT. Dirgantara Indonesia, yang mana telah menjadi sumber ekonomi

yang tidak hanya bergerak dalam cakupan nasional saja, namun juga global, yang

bisa terus berlanjut dan berkesinambungan hanya melalui inovasi dan pengembangan

teknologi. Dengan kata lain, dunia dapat menjadi pasar bagi produk-produk yang

dihasilkan melalui inovasi dan pengembangan teknologi. Oleh karena itu, perguruan

tinggi dan institut yang bergerak dalam bidang pengembangan teknologi seperti

halnya ITB, akan memegang peranan kunci dalam pengembangan daya saing bangsa

di masa depan.

Penutup

Reformasi birokrasi di Indonesia dapat tercapai dengan dukungan seluruh pemangku

kepentingan, dan Perguruan Tinggi merupakan salah satu andalan untuk

mewujudkannya. Institut Teknologi Bandung yang telah memiliki reputasi

internasional sangat kompeten dalam mendorong terjadinya perubahan dan reformasi

birokrasi di Indonesia. Institut Teknologi Bandung, yang dalam sejarah selalu menjadi

pusat perubahan dan reformasi di Indonesia, harus juga terpanggil untuk

memberikan kontribusi positif dan bisa menjadi penggerak utama perubahan dan

reformasi birokrasi. Institut Teknologi Bandung dapat mengabil peran dalam

dukungan pengembangan kualifikasi, kompetensi dan kapabilitas sumber daya

manusia.

Sebagai penutup, izinkanlah saya menyampaikan kepada seluruh civitas akademika

Institut Teknologi Bandung, untuk mengakselerasi pembangunan di Indonesia maka
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bangsa ini sangat memerlukan kontribusi pemikiran dari berbagai pihak khususnya

Institut Teknologi Bandung, karena Saya yakin bahwa Institut Teknologi Bandung

sebagai institusi pendidikan memiliki peran yang sangat strategis untuk menyiapkan

generasi penerus dan para pemimpin bangsa yang tidak saja memiliki kapabilitas,

tetapi juga budaya dan integritas yang baik, serta generasi muda yang memiliki jiwa

nasionalme yang kuat. Oleh karenanya, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dalam

konteks pengembangan Sumber Daya Manusia sangat memungkinkan untuk

memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan

dosen/peneliti maupun jabatan lainnya di Institut Teknologi Bandung sesuai

kualifikasi yang dibutuhkan, sehingga Institut Teknologi Bandung dapat menjadi

centre of excellent inovasi dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan daya

saing bangsa secara global yang pada ahirnya dapat memberikan kemakmuran yang

berkeadilan kepada seluruh rakyat Indonesia.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.
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